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MOTTO 
                             
           
Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka 
di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami 
lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk 
yang telah Kami ciptakan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z| Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ix 
 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
x 
 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan 
huruf, yaitu :4y6 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي …….أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
xi 
 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutahatau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati  
  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua 
kata itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan 
/h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
5. Syaddah (Tasydid) 
xii 
 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu 
 لا . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf/l/diganti dengan huruf yang 
samadengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
itu.Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qomariyah, kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti 
dandihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
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ABSTRAK 
Angga Prastyo, NIM: 132.121.033. Skripsi  Pemenuhan Kewajiban Kepala 
Keluarga Yang Berbeda Pilihan Pandangan Politik Pada Pilgub Jawa Tengah 
2018 Di Dukuh Kedonggobyak  Rt 01 Rw 08 Desa Sobokerto Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali Kajian KHI. 
 Keluarga adalah salah satu unit terkecil yang paling bawah, bahkan menjadi 
sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemenuhan kewajiban 
dalam keluarga menjadi dasar utama suami-istri dalam menjalani kehidupannya. 
Pemenuhan kewajiban ini dihadapkan pada pasangan suami-istri yang mempunyai 
perbedaan pandangan pilihan politik dalam pesta demokrasi Pilgub Jawa Tengah 
2018. Pemenuhan kewajiban kepala keluarga sudah diatur dalam pasal 80 KHI. 
Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban 
kepala keluarga yang mempunyai perbedaan pilihan politik dan mengetahui 
pemenuhan kewajiban kepala keluarga yang mempunyai perbedaan pilihan 
menurut KHI, yang terjadi di Dukuh Kedonggobyak RT 01 RW 08 Desa 
Sobokerto Kecamatan Ngempak Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini mengunakan metode penelitian dengan jenis penelitian  kualitatif 
lapangan dan menjelaskan subjek dan obyek penelitian, mengunakan sumber data 
primer dengan metode Non-probability sampling pengambilan sampling 
aksidental, lokasi dan waktu penelitian, mengguanakan teknik pengumpulan data 
dengan wawancarai, observasi dan dokumentasi dan mengunakan teknik analisis 
data metode deskriptif kualitatif menggunakan pola berfikir induktif dan kasuistis 
yang dilakukan di Dukuh Gedonggobyak RT 01 RW 08 Desa Sobokerto 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali perbedaan pilihan pandangan politik 
terhadap pemenuhan  kewajiban kepala keluarga. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan kewajiban kepala keluarga 
yang memiliki perbedaan pilihan politik sesuai dengan pasal 80 KHI. Adanya 
perbedaan pilihan politik kepala keluarga mempunyai dampak positif dalam 
pemenuhan kewajiban, karena kepala keluarga menjadi relawan dan simpatisan 
partai politik. Hanya saja keluarga tersebut butuh sedikit penekan dalam 
berkomunikasi memberikan bimbingan kepada keluarga yang bermanfaat bagi 
agama, nusa dan negara. 
 
 
 
Kata Kunci: keluarga, pemenuhan kewajiban, pasal 80 KHI 
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ABSTRACT 
 Angga Prastyo, NIM: 132,121,033. Fulfillment of Obligations of 
Family Heads Different Options for Political Views on 2018 Central Java 
Election in Hamlet of Kedonggobyak Rt 01 Rw 08 Sobokerto Village, 
Ngemplak District, Boyolali District, KHI Study. 
 Family is one of the smallest units at the bottom, and even becomes the 
basic joints of the life of the nation and state. Fulfillment of obligations in the 
family is the main basis of husband and wife in living their lives. Fulfillment of 
this obligation is faced by married couples who have differing political views in 
the 2018 Central Java Pilgub democratic party. Fulfillment of the obligations of 
the family head is regulated in article 80 KHI. Therefore, this study aims to 
determine the fulfillment of the obligations of family heads who have different 
political choices and know the fulfillment of the obligations of family heads who 
have different choices according to KHI, which occurred in Kedonggobyak 
Hamlet RT 01 RW 08, Sobokerto Village, Ngempak District, Boyolali Regency. 
 This study uses a research method with a type of qualitative field 
research and explains the subject and object of research, using primary data 
sources with non-probability accidental sampling sampling, location and time of 
research, using data collection techniques by interviewing, observing and 
documenting and using analytical techniques Qualitative descriptive method data 
uses inductive and casuistic thinking patterns conducted in Gedonggobyak Hamlet 
RT 01 RW 08 Sobokerto Village, Ngemplak Subdistrict, Boyolali District, the 
difference in the choice of political views towards fulfilling the obligations of the 
family head. 
The results of this study indicate that fulfilling the obligations of family heads 
who have different political choices in accordance with article 80 KHI. The family 
must maintain a good communication pattern because the family head participates 
in the voluntary activities of political parties. 
  
 
 
 
 
Keywords: family, fulfillment of obligations, article 80 KHI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Keluarga adalah salah satu unit terkecil yang paling bawah, bahkan 
menjadi sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga 
yang harmonis adalah keluarga yang ideal sejahtera lahir dan batin yang 
didambakan oleh setiap pasangan suami-istri dalam kehidupan perkawinan. 
Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
1
. Sedangkan 
menurut hukum positif, tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2
. 
Kehidupan sehari-hari orang yang sudah berkeluarga tidak terlepas 
dari interaksi sosial dengan, orang dekat, orang lain, teman, tetangga, 
pemerintah dll. Maka berusaha membina rumah tangga dengan 
membahagiakan dan menyelamatkanya dari keruntuhan, berarti 
menyelamatkan serta membahagiakan negara dan bangsa
3
.  
Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
4
 
Mengarungi kehidupan berumah tangga harus siap dalam segi psikologis, 
biologis, segi ekonomi, segi sosial-politik, sampai pada kesiapan memikul 
hak dan kewajiban.  
                                                             
1
Pasal 3, Inpres No. 1 tahun 1991, tentang “ Kompilasi Hukum Islam”. 
2
Pasal 1, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan”. 
3
Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih, ( Jakarta: Pustaka Antara,1991), hlm. 9. 
4
Ibid., pasal 30. 
2 
 
Suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Tanggung 
jawab kepala keluarga diatur dalam pasal  30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, 
dan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 
pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 Inpres Nomor 1 tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini sesuai dengan firman 
Allah SWT dalam (QS. Al-Nisa : 34) sebagai berikut: 
                        
                             
                          
                    
Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang 
saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari 
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 
Maha besar”. 
 
Setiap warga negara mempunyai hak yang yang sama berkewajiban 
ikut serta perpastisipasi kegiatasn pesta demokrasi. maksudnya adalah 
menggunakan hak pilih politiknya pada pilgub Jawa Tengah. Diharapkan 
dalam pemilu ini warga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya 
3 
 
sehingga tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam politik untuk 
menggunakan hak pilihnya. 
Pada pemilu pilgub Jawa Tengah 2018 ada dua pasangan calon yang 
akan bersaing, sebagai beriku
5
t: 
1. Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut-1 
yaitu H. Ganjar Pranowo,Sh, M.Ip - Taj Yasin. 
2. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut-2 yaitu H. Sudirman 
Said- Dra Hj. Ida Fauziah. 
Paslon tersebut nomor urut 1 diusung oleh partai PDIP, PPP, 
DEMOKRAT, dan NASDEM, nomor urut 2 oleh partai GERINDRA, 
PKB, PKS, dan PAN. 
Desa Sobokerto pada pilgub Jawa Tengah menjadi desa dengan 
Jumlah penggunaan hak suara atau hak pilihnya yang paling banyak Se-
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali
6
. Kemudian dukuh Kedogobyak 
RT 01 RW 08 Desa Sobokerto dengan jumlah dengan jumlah kepala 
keluarga relatif sedikit yaitu 41 KK
7
. 
Momen pilgub ini terjadinya perbedaan pilihan politik dalam keluarga 
yang dilakukan oleh suami dan istri
8
. Seperti yang terjadi di Dukuh 
Kedunggobyak RT 01 RW 08 Desa Sobokerto terpilih 3 pasangan suami istri. 
                                                             
5 KPU Jateng, www.KPU-Jateng.co.id diakses pada jumat, 1 Maret 2019 jam 14:00 Wib. 
  
6
Hasil-hasil perolehan hak suara tingkat PPK, 28 Juni 2018, jam 07:00-16:00 WIB. 
7
 https://sobokerto.desa.id/profildesa-48-demografi.penduduk.html diakses pada 29 
November jam 10:00 Wib.   
  
8
 Arif Nugroho, warga desa Kedonggobyak RT 01 RW 08, Wawancara pribadi, Sabtu, 15 
September 2018, Jam 13.00-15.00 WIB. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut, tentunya sangat menarik untuk bisa dikaji 
lebih jauh dan lebih mendalam terkait perbedaan plihan politik terhadap 
pemenuhan kewajiban kepala keluarga. Seberapa jauh perbedaan pilihan politik 
tersebut mempunyai efek  terhadap keluarga yang ada dimasyarakat di Dukuh 
Kedonggobyak RT 01 RW 08 Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten 
Boyolali. 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh 
dan lebih mendalam, penulis bermaksud untuk meneliti yang dituangkan dalam 
judul skripsi Pemenuhan Kewajiban Kepala Keluarga Yang Berbeda Pilihan 
Pandangan Politik Pada Pilgub Jawa Tengah 2018 Di Dukuh Kedonggobyak  
RT 01 RW 08 Desa Sobokerto Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 
Kajian KHI. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 
sebuah perUmasalahan, yaitu:  
1. Bagaimana pemenuhan kewajiban kepala keluarga yang mempunayi 
perbedaan pilihan politik di Dukuh kedonggobyak RT 01 RW 08 Desa 
Sobokerto Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali? 
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban kepala keluarga yang berbeda 
pilihan pandangan politik menurut KHI? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitia yaitu: 
1. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban kepala keluarga yang 
mempunyai perbedaan pilihan politik di Dukuh Kedonggobyak RT 01 
RW 08 Desa Sobokerto Kecamatan Ngempak Kabupaten Boyolali. 
2. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban kepala keluarga yang 
mempunyai perbedaan pilihan menurut KHI. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kajian ilmu pengetahuan 
yang dapat dikaji kembali adanya perbedaan pendangan politik terhadap 
pemenuhan kewajiban kepala keluarga. Dengan pendekatan yang dapat 
saling berkaitan antara pokok permasalahan yang sama dan bagi Prodi 
Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah sebagai rujukan penelitian 
berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi IAIN Surakarta 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah  bahan penelitian, 
referensi, informasi dan menambah wawasan keilmuan mahasiswa, 
koleksi bacaan dapat digunakan sebagai media sarana ilmu pengetahuan 
bagi mahasiswa semua kalangan akademis, masyarakat kampus IAIN 
dan lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
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pertimbangan dalam menentukan langkah baik kebijakan maupun 
regulasi hukum yang harus diambil. 
b. Bagi Pembaca 
Diharapkan dapat memberikan edukasi dan tambahan informasi dalam 
disiplin Ilmu perkawinan dengan permasalahan pemenyhan kewajiban 
kepala keluarga yang berbeda pilihan politik di Dukuh Kedoggobyak 
RT 01 RW 08 Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten 
Boyolali. 
 
E. Kerangka Teori 
Gambaran tentang hubungan antara satu bagian dengan bagian lain 
disebut kerangka. Sedangkan kumpulan dari beberapa proporsi yang saling 
berkaitan disebut teori
9
. 
1.  Kewajiban Suami-Istri Menurut Fiqih 
Keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan 
kekerabatan yang sangat mendasar dimasyarakat. Keluarga merupakan 
sebuah situasi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana 
untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera 
dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara keluarganya. Hubungan ini 
dapat menciptakan ketentraman jiwa, hati, ketenangan pikiran, kekokohan 
pondasi keluarga dan menjaga keutuhanya. Cinta dan kasih sayang dapat 
menciptakan rasa saling menghormati dan saling bekerjasama, bahu-
                                                             
9
Sofyan A. P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk 
Penulisan Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta :Mitra Pustaka, 2013), hlm. 151. 
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membahu dalam menyelesaikan setiap problem yang datang menghadang 
dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-
undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan 
ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”10.  
Menurut Amir Syaifudin (2003:119)
11
 yang dimaksud dengan Hak 
adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan 
kewajiban adalah apa yang semestinnya dilakukakn seseorang terhadap 
orang lain. Hak dan kewajiban suami-istri terbagi
12
: 
a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan  hak istri 
dari suaminya 
b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami 
dari istrinya 
c. Kewajiban bersama suami-istri. 
Menurut Sayyid Sabiq hak suami-istri, terdapat 3 macam 
meliputi
13
: 
1. Hak bersama yang dimiliki suami-istri 
a. adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami-istri. 
b. adanya keharaman ikatan perbesanan. 
                                                             
10
Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan” 
11
Syarifuddin Amir, Garis-Garis Besar Fiqih ,(Jakarta: Prenada Media Grup, 
2003), hlm. 119. 
12
Ibid.,, hlm. 120. 
13
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, terj.Ahmad Zulfikar dan muhammad Khoyrurrijal, ( 
Jawa Barat: Keira Publishing, 2015), hlm. 313-368 
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c. tetapnya pewarisan antar keduanya setelah akad terlaksana. 
d. tetapnya nasab anak dari suami 
e. pergaulan suami-istri dilaksanakan dengan cara yang patut 
2. Hak istri atas suami 
a. mahar 
b. hak yang bersifat non materi (pergaula yang 
baik,perlindungan, persetubuhan, iddah istri yang di Ila’). 
3. Hak suami atas istri 
a. Tidak memasukan orang yang tidak disukai ke dalam 
rumah. 
b. Mendapatkan pelayanan istri  
c. Istri berbohong dan sebaliknya 
d.  Menahan istri dari rumah 
e. Berpindah kediaman bersama istri 
f. Menetapkan syarat agar istri tidak keluar dari rumah 
g. Melarang istri tidak bekerja 
h. Mendidik istri ketika nusyus 
2. Kewajiban Suami-Istri Menurut KHI  
Dalam KHI hak dan kewajiban suami-istri diatur pada pasal 77 
sampai pasal 83, berikut adalah beberapa bunyi pasal tersebut: 
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Pasal 77 
(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi 
sendi dasar dan susunan masyarakat   
(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, 
setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;  
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;  
(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;  
(5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing 
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 
Pasal 79  
(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.  
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat.  
(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum 
Pasal 80 
(1)  Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, 
akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-
penting diputuskan oleh sumai isteri bersama. 
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(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.  
(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :  
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;  
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 
bagi isteri dan anak;  
c. biaya pendididkan bagi anak.  
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) 
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna 
dari isterinya.  
(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 
isteri nusyuz.  
3. Pemilihan Umum 
Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah “sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 
umum, bebas rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republic 
11 
 
Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar tahun 
1945”14. 
Menurut Muhammad Julijianto (2017:65)
15
, “Pemilu sebagai 
sarana untuk meraih dukungan dari konstituen yang dapat menghantarkan 
seseorang mencapai kedudukan terhormat dari kursi anggota legislatif, 
eksekutif, sebagai wakil rakyat, sebagai penyalur aspirasi,sebagai 
penyambung lidah rakyat yang akan mewujudkannya dalam rumusan 
pasal-pasal dan kebijakan pembangunan”. 
4. Teori Partisipasi Politik 
Partisipasi politik mengandung pengertian yang beragam. Menurut 
Ramlan Surbakti yang dimaksud partisipasi politik adalah “keikutsertaan 
warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang 
menyangkut atau mempengaruhi hidupnya”, Partisipasi politik dibagi 
menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif 
adalah mengajukan usulan sesuatu kebijakan umum, mengajukan usulan 
alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan 
kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. 
Sebaliknya, Partisipasi pasif  kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, 
menerima, dan melaksanakan, apa saja keputusan pemerintah.
16
 
                                                             
14
Undang-undang Nomor 15 tahun 2011  pasal 1 ayat (1) tentang “Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum”. 
15
 Muhammad Julijianto, Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial, 
(Yogyakarta: Deepublih Publisher, 2015), hlm. 65. 
16
Tia Subekt, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn 
Of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, Skripsi 
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5. PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) 
Dijelaskan pada bab 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 
2016 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 
penetapan tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, walikota menjadi 
undang-undang  berisi tentang “Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, 
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang 
selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan  diwilayah 
provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan wakil 
Gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara 
langsung  dan demokratis”. 
 
F. Tinjauaan Pustaka 
Tinjauan pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang 
sudah pernah dilakukan dan mana yang belum pernah dan dimana posisi 
penelitian yang akan dilakukan di antara penelitian-penelitian yang sudah ada 
itu. Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi/plagiasi dalam penelitian yang 
akan dilakukan. 
Beberapa karyatulis yang berhasil ditemukan penulis yang 
berhgubungan dengan penelitian ini ada beberapa karya yang membahas, yaitu 
sebagai berikut: 
                                                                                                                                                                       
Yang Tidak Diterbitkan, Jurusan, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik 
Universitas Brawijaya, hlm. 8. 
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Jurnal Megister ilmu Politik Universitas Hasanudin oleh Andi Ali 
Armunanto, seorang mahasisiwa , yang berjudul “potensi konflik pada 
pemilihan kepala daerah langsung dikota makasar tahun 2013”17. Penelitian 
ini membahas tentang bagaimanan bentuk potensi konflik dan faktor-faktor 
yang menyebabka konflik yang terjadi di pemiluka di kota Makasar. Hasil 
penelitian adalah menjelaskan tenttang faktor-faktor yang berpotensi 
menimbulkan konflik pada pemilihan walikota makasar tahun 2013 yang 
ditinjau secara biologis dan institusional yang mengarah kepada hubungan 
yang sosial yang ada dimasyarakat sampai hubungan keluarga, komunitas, 
lintas etnis dengan ikatan yang bersifat emosional.. 
Jurnal Neo Societal oleh Nasiruddin dan Bahtiar, yang berjudul “ 
Pemilihan Kepala Daerah Dan Disharmonisasi Keluarga (Studi Kasus Pada 
Pilkada Kabupaten Muna Barat Tahun 2017)”18. Penelitian ini membahas 
tentang bagaimana bentuk disharmonisasi keluarga dan faktor-faktor penyebab 
disharmonisasi keluarga pasca pilkada dikabupaten Muna Barat. Hasil 
penelitian adalah menjelaskan bentuk-bentuk disharmonisasi dalam keluarga 
terhadap pemilihan kepala daerah, faktor-faktor yang mempengaruhinya, 
kemudian terjadinya tindakan saling mempengaruhi antar kelomok-kelompok 
politik untuk kepentingannya, dalam sistem politik pemilu tersebut  masih 
sistem politik keluarga atau kerabat, hal ini merupakan entitas yang saling 
                                                             
17
Andi Ali Armunanto, “ Potensi Konflik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung 
Dikota Makasar Tahun 2013”, The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas 
Hasanudin, vol. 1, no.1. tahun 2015, hlm. 23-36. 
18
Nasiruddin-Bahtiar, “ Pemilihan Kepala Daerah dan Disharmonisasi Keluarga 
(Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Muna Barat Tahun 2017)”, Neo Societal, Vol. 3, no.1. 
tahun 2018, hlm. 254-260. 
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melekat dan menyatu, merak dituntut pada mempertahankan struktur dan 
menjaga tradisi yang dianut. 
 Skripsi Mohamad Hamdan Asyrofi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 
yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid 
Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Ada<B Al-Isla<M Fi>Nis(A<M Al-
Usrah)”19. Penelitian ini membahasa tentang bagaimana landasan pemikiran 
Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan relevansinya dalam konteks 
aturan KHI.  Hasil penelitian ini adalah menggambarkan istimbat hukum yang 
dilakukan oleh Sayyid Muhammad bin alawy  dalam kaitannya dengan hukum 
islam yang ada dalam peraturan perundang-undangan terdapat relevansinya 
dengan KHI kewajiban suami dalam memberikan mahar, nafkah dan 
pendidikan dan kewajiban istri dalam pasal 80 dan pasal 83. 
Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, tampaknya belum ada karya 
ilmiah yang telah meneliti topik yang sama dengan skripsi ini. Oleh karena itu, 
penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang Pemenuhan Kewajiban Kepala 
Keluarga Yang Berbeda Pilihan Pandangan Politik Pada Pilgub Jawa 
Tengah 2018 Di Dukuh Kedonggobyak  RT 01 RW 08 Desa Sobokerto 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Kajian KHI.  
 
 
 
                                                             
19
Mohamad Hamdan Asyrofi,“Hak dan Kewajiban Suami Istri  (Studi Pemikiran 
Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dalam Kitab Ada<B Al-Isla<M Fi>Nis(A<M Al-
Usrah), skripsi yang tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hokum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2014. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
a. Jenis penelitian  
Jenis penelitian adalah merupakan penelitian kualitatif 
lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan 
atau lokasi, dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek 
penelitian berlangsung, atau dimana sumber-sumber primer dapat 
diketemukan
20
. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif, pilihan ini berdasarkan pada 
pertimbangan tujuan dan rumusan masalah yang lebih menekankan 
pada realita di dukuh kedoggobyak Desa Sobokerto Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali. 
b. Subyek dan Objek Penelitian  
 Subyek penelitian ini adalah pelaku/warga yang sudah 
berpartisipasi mengalami dan menggunakan hak pilihnya dalam 
pemilihan pilgub Jawa Tengah tahun 2018. 
Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah lebih mengarah kepada 
hasil partisipasi pilihan politik pilgub Jawa Tengah 2018 dan 
perbedaan pilihan politik kepala rumah tangga terhadap pemenuhan 
kewajibannya menurut KHI. 
 
                                                             
20
Taliziduhu Ndraha, Research:Teori, Metodologi, Administrasi, (Jakarta: PT Bina 
Aksara, 1985), hlm. 96. 
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2. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer  
Sumber Data Primer Ialah data yang langsung berkaitan dengan 
objek penelitian
21
. Data ini dapat diperoleh dari wawancara dengan 
responden dan observasi di lokasi yang telah ditentukan. 
Dalam hal ini peneliti menggunakan semple dari populasi kepala 
keluarga di Dukuh Kedoggobyak RT 01 RW 08 Desa Sobokerto 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Populasi adalah keseluruhan 
jumlah Kepala Keluarga yang menjadi objek penelitian
22
. Sedangkan 
sempel merupakan bagian populasi yang menajdi bagian dari sumber 
data sebenarnya dalam suatu penelitian
23
. Dalam hal ini peneliti 
mengambil 3 Kepala keluarga dengan tekniks accidental sempling dari 
41 jumlah kepala keluarga yang ada di Dukuh Kedogobyak Desa 
Sobokerto Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Sumber data yang 
dipakai berdasarkan jenis data primer dengan wawancara dari kepala 
rumah tangga yang mengalami permasalahan tersebut. 
b. Sumber Data sekunder  
Sumber Data sekunder ialah data yang berfungsi sebagai 
pendukung penelitian, pendukung data primer dan sekaligus pelengkap 
dari data primer itu sendiri
24
. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 
                                                             
21
Ibid.,..hlm. 60. 
22
 Kusdiyanto, Metodologi Penelitian; Buku Pegangan Kuliah, (Surakarta: Fe. UMS, 
1997), hlm, 19. 
23
 Ibid., hlm, 22 
24
Taliziduhu Ndraha, Research:Teori, Metodologi, Administrasi, (Jakarta: PT Bina 
Aksara, 1985), hlm. 60 
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sumber data sekunder dalam penelitian yang diperolah dari 
perpustakaan, meliputi data tertulis, berupa buku, majalah, arsip, 
dokumen pribadi dan dokumen resmi yang relevan dan berkaitan dengan 
masalah dalam penelitian. 
3. Lokasi dan waktu penelitian 
Yaitu penelitian ini dilakukan di Dukuh Kedunggobyak RT 01 RW 08 
Desa Sobokerto  Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, peneliti ini 
dilakukan sampai dinyatakan penelitian ini selesai.  
4. Teknik pengumpulan data 
Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan 
beberapa teknik, yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar 
peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah teknik menggali, menemukan, atau 
menjaring informasi atau pendapat, secara langsung, dengan jalan 
saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa
25
.  
Wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara tidak 
struktur berupa tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan 
para pihak yang mengetahui dan terkait langsung dengan 
permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti di Dukuh 
                                                             
25
Ibid.,…hlm. 136. 
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Kedogobyak RT 01 RW 08 Desa Sobokerto Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali. 
b. Observasi  
Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui uji 
pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti
26
. Kemudian 
dituangkan dalam bentuk catatan-catatan secara sistematis. 
Observasi ini dilakukan untuk mengetahui perilaku atau 
keadaan masyarakat di Dukuh Kedonggobyak RT 01 RW 08  
terutama mengenai hasil perbedaan pilihan politik pada pilgub Jawa 
Tengah 2018 terhadap pemenuhan kewajiban kepala keluarga 
menurut KHI, hasil observasi ini dimaksudkan untuk mempermudah 
peneliti dalam memetakan pertanyaan-pertanyaan yang akan 
ditanyakan kepada warga. 
c. Dokumentasi 
Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan transkip, foto, buku, surat kabar, majalah, jurnal, 
skripsi, dan sebagainya, yang berhubungan dan mempunyai relevansi 
dengan masalah-masalah yang diteliti
27
. 
5. Teknik Analisis Data 
Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya 
adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola 
                                                             
26
Ibid.., hlm. 129. 
27
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 
Rineka Cipta, 2002), hlm. 206. 
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berpikir induktif, yaitu penyusun melihat kejadian kasuitis dari lapangan 
kemudian digeneralisasikan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat 
umum.
28
 
 
H. Sistematika Penulisan 
Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan 
kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika 
penulisan yang tepat. Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dipahami, maka 
penulis menyusun sistematika sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi yang mencakup latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini berisi pengertian keluarga 
pengertian pengertian perkawinan, dasar-dasar perkawinan, hak dan kewajiban 
suami-istri dalam KHI, bentuk keluarga , dasar pemilu, pengertian warga 
negara, pengertian pemilih, partisipasi politik dan kesadaran politik, pilkada.  
BAB III GAMBARAN UMUM, berisi gambaran lokasi Desa 
Sobokerto Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan kondisi pasangan 
suami-istri yang berbeda pendapat pilihan politik di dukuh kedoggobyak RT 
01 RW 08 Desa Sobokerto Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. 
BAB IV ANALISIS, berisi analisis pemenuhan kewajiban kepala 
keluarga yang terpenuhi menurut KHI dan analisis pemenuhan kewajiban 
                                                             
28
Septiawan Santana K, Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 51. 
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kepala keluarga yang belum terpenuhi secara maksimal di Dukuh 
Kedonggobyak RT 01 RW 08 Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, 
Kabupaten Boyolali.  
BAB V PENUTUP, pada bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi 
yang berisi kesimpulan dan saran-saran.  
21 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Pengertian Hak Dan Kewajiban  
a. Hak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti 
memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, 
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena 
telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yan 
benar atas sesautu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau 
martabat. 
b. Kewajiban 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban secara 
bahasa berasal dari kata “wajib” artinya harus dilakukan atau 
dikerjakan dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Maka kewajiban 
adalah sesuau yang diwajibkan, harus dilaksanakan atau dilakukan, 
sebuah keharusan tidak boleh untuk ditinggalkan atau di langgar. 
Menurut Amir Syaifudin (2003:119)
1
 yang dimaksud dengan 
Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, 
sedangkan kewajiban adalah apa yang semestinnya dilakukakn 
seseorang terhadap orang lain.  
 
 
                                                             
1
 Syarifuddin Amir, Garis-Garis Besar Fiqih ,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), 
hlm. 119. 
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B. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami-Istri 
Orang yang sudah menikah berarti siap membentuk sebuah keluarga, 
artinya siap memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan. Hak dan kewajiban 
dimiliki oleh suami dan istri masing-masing. Berkeluarga itu tidak hanya 
bersama satu atau beberapa hari, tahun tetapi bertujuan bersama selamanya 
sampai kekal dan hanya kematian yang memisahkan. Oleh karena itu supaya 
perkawinan itu sekali dan tidak berakhir begitu saja. Maka harus memahami 
pola hubungan dalam keluarga. 
Pola hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga memiliki 
pembagian peran yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing. Artinya 
hak istri adalah kewajiban suami yang harus dilaksanakan untuk istri, dan 
sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri yang harus dipenuhi untuk 
suami. Demikian pula kewajiban istri merupakan hak suami dan kewajiban 
suami merupakan hak istri. Maka harus memahami betul pembagian hak dan 
kewajiban antara suami-istri, dalam pernikahan dalam hukum islam berikut 
aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami-istri. Allah 
swt berfirman dalam QS. Al-baqaroh :228 
                                 
Artrinya : 
“..Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada  isterinya[143]. dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” 
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Sebagaimna firman Allah SWT dalam (QS. Al-Nisa : 34) sebagai  
berikut: 
                         
                             
                          
                    
Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang 
saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari 
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 
Maha besar”. 
 
 
Peraturan khusus tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam 
Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang “Kompilasi Hukum 
Islam”meliputi  Bab XII pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, dan 
pasal 83 dinyatakan sebagai berikut: 
Pasal 77 
1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi 
sendi dasar dan susunan masyarakat 
2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, 
setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; 
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3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; 
4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya; 
5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing 
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 
 
Pasal 78 
1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh 
suami isteri bersama.  
 
Pasal 79 
1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 
2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat. 
3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
 
Pasal 80 
1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, 
akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-
penting diputuskan oleh sumai isteri bersama. 
2. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 
isteri dan anak; 
c. Biaya pendididkan bagi anak. 
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) 
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna 
dari isterinya. 
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6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 
isteri nusyuz. 
 
Pasal 83 
1) Kewajibn utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin 
kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. 
2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 
sehari-hari dengan sebailiknya. 
 
Sedangkangkan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 
tentang  “ perkawinan” tercantum dalam sebagai berikut: 
Pasal 30 
Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 
 
Pasal 31 
1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat. 
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 
 
Pasal 32 
1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 
ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. 
 
Pasal 33 
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Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat 
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu 
kepada yang lain. 
 
Pasal 34 
1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 
3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing 
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 
 
 Peraturan pasal 31 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan 
pasal 79 dan pasal 80, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang “Kompilasi Hukum 
Islam” menekankan bahwa suami-istri memiliki persamaan hak dan 
kewajibanyang di pikul bersama-sama, bertujuan menjadi keluarga yang sakinah, 
mawaddah dan rahman akan tercapai.  
 
C. Macam-macam hak dan kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga 
 Berdasarkan dasar hukum suami dan istri mempunyai hak dan 
kewajiban masing-masing, sebagai berikut. 
1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami-istri  
Menurut Sayyid Sabiq kewajiban hak bersama suami-istri sebagai 
berikut
2
: 
1. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami-istri. 
2. Adanya keharaman ikatan perbesanan. Yaitu istri dinikahi oleh ayah 
suaminya. 
                                                             
2 Sabiq Sayyid, Fiqih Sunah, terj. Ahmad Zulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal, ( 
Jawa Barat: Keira Publishing, 2015), hlm. 313-314. 
27 
 
3. Tetapnya pewarisan antar keduanya setelah akad terlaksana. 
4. Tetapnya nasab anak dari suami. 
5. Pergaulan suami-istri dilaksanakan dengan cara yang patut 
Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban bersama  
suami-istri diatur dalam Pasal 77 yang isinya, sebagai berikut: 
Pasal 77 
1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi 
dasar dan susunan masyarakat 
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 
dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; 
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; 
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya; 
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama 
 
2. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri  
a. Hak Suami Atas Istri. 
Menurut  abdul rahman Ghozali, hak suami terhadap istrinya 
yang paling pokok adalah
3
: 
1. ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat 
2. istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami 
3. menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat 
menyusahkan suami 
4. tidak bermuka masam dihadapan suami 
                                                             
3 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta, Kencana Pranada Media Grup, 
2012), hlm 158. 
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5. tidak menunjukan keadaan yang tidak disenangi suami 
b. Kewajiban Suami Terhadap Istri. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap 
istri diatur dalam Pasal 80 yang isinya, sebagai berikut 
Pasal 80 
1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah 
tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga 
yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama. 
2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. 
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya 
dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna 
dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 
pengobatan bagi isteri dan anak; 
c. Biaya pendididkan bagi anak. 
5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 
(4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin 
sempurna dari isterinya. 
6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 
isteri nusyuz. 
 
3. Kewajiban istri terhadap suami. 
Menurut  abdul rahman Ghozali, hak suami terhadap istrinya yang 
paling pokok adalah
4
: 
a) Taat dan patuh kepada suami 
b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman 
                                                             
4 Ibid.,hlm 163-164. 
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c) Mengatur rumah tangga dengan baik 
d) Menghormati keluarga suami 
e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami 
f) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami 
g) Selalu berhemat dan suka menabung 
h) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami 
i) Jangan selalu cemburu buta 
j) istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. 
D. Bentuk Keluarga 
Keluarga  Sakinah. 
 Istilah “keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling 
melengkapi; kata”sakinah” sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati 
atau menerangkan kata “keluarga” secara etimologiis, berasal dari 
bahasa sanskerta: “kulawarga”; ”ras” dan warga yang berarti 
“anggota”5. Kata “sakinah“ bersalah dari bahasa arab al-sakinatu dari 
akar  kata sakana-yaskunu-sukunan yang memiliki beberapa arti 
tenang, tentram; istirahat; tempat, menempati, dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia kata “tenang” berarti (perasaan hati, keadaan, dan 
sebagainya), diam tidak berubah, tidak gelisah, aman, tentram
6
.  
Kata Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang didasari atas 
perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material 
                                                             
5Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, “Panorama Kajian Hukum Islam 
Kontemporer (Dari Hukum Perkawinan Hingga Hukum Bernegara)”, (Surakarta: Fakultas 
Syariah IAIN Surakrta: 2015), hlm. 10. 
6
 Ibid.., hlm. 11 
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secara serasi dan seimbang, diliputi suasana penuh dengan kasih dan 
saying antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu 
memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, 
ketakwaan dan akhlaqul karimah
7
.  
Menurut Abd. Shomad (2010:262)
8
 keluarga yang dituju adalah 
keluarga yang, sebagai berikut: 
1. sakinah yang artinya tenang. 
2. Mawadah yang artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa 
cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani 
3. Rahmah yang artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih 
sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yeng bersifat 
kerohaniaan 
E. Dasar-dasar Pemilihan Umum 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan/atau kota, yang 
tiap-tiap provinsi, kabupaten dan/atau kota itu mempunyai pemerintahan 
daerah yang diatur dalam undang-undang
9
. Sesuai dengan amanat pasal 18 ayat 
4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, bupati 
dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, 
kabupaten dan kota  dipilih secara demokratis”10. Ketentuan pemilihan secara 
                                                             
7
Khoirudin Nasution, “ Usaha Preventif Menyelesaikan Masalah Keluarga: Telaah 
Teks Peraturan Kursus Perkawinan”, varia pengadilan, XXXII No. 376  Maret 2017, hlm. 55. 
8
Abd. Shomad, Hukum Islam Panormaan Prinsif Syariah Dalam Hukum Islam, 
(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 262. 
9UUD tahun 1945 pasal 18 ayat (1) tentang  “Pemerintah Daerah”. 
10
Ibid., pasal 18 ayat (4). 
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demokratis tersebut mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan 
secara demokratis artinya dapat menjamin prinsif-prinsif kedaulatan rakyat, 
kebebasan, perlindunga hak, dan keadilan, hal ini harus sesuai dengan asas 
penyelenggaraan pemilu yaitu, “pemilihan umum dilaksanakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”11.  
Penyelengaraan  ini diatur dalam pasal 22E ayat 5 Undang-undang 
Dasar 1945 dinyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu 
komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri”12. Dalam 
pasal 1 ayat 5 UU nomor 15 tahun 2011 menyatakan “Penyelenggara Pemilu 
adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan 
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, 
bupati, dan walikota secara demokratis”13. Kemudian secara umum disebut 
KPU sebagai penyelengara dan  BAWASLU sebagai pengawasan ketentuan 
pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 
Pemilihan umum pada pembahasan ini adalah pemilihan umum yang 
diselenggarakan oleh KPU provinsi jawa Tengah adalah pemilihan Gebernur 
dan Wakil Gubernur tahun 2018. Adannya ketentuan-ketentuan pemilihan 
umum dalam peraturan perundang-undangan ini  dimaksukan memberikan 
landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan 
                                                             
11
Ibid., pasal 22E  ayat (1) tentang “Pemilihan Umum”. 
12
Ibid., pasal 22E  ayat (5). 
13
Pasal 1 ayat 5 UU nomor 15 tahun 2011 tentang “Penyelenggaraan Pemilu”. 
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kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut undang-undang dasar”14. Dengan ketentuan ini didalam UUD 1945 
maka lebih menjamin penyelenggaraan pemilu secara teratur, terarah, 
menjamin proses dan mekanisme serta kualitas pemilu lebih baik sesuai dengan 
aturan-aturan tersebut. 
1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) 
Pemilihan Umum menjadi salah satu indicator maju dan tidaknya 
demokrasi di Indonesia. Sekaligus dapat mencegah terjadinya 
penyelewengan kekuasaan dalam sistem yang demokratis, adanya 
makanisme tahapan penyelenggaraan pemilu ini harus benar-benar sesuai 
dengan pedoman, tahapan, dan pelaksanaaan aturan pemilihan umum yang 
sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemillihan umum yang 
disebut Pemilu adalah proses pemilihan orang untuk mengisi suatu jabatan 
politik tertentu. 
Menurut Abdul Aziz (2012:96)
15
 demokrasi menghendaki agar 
pemilihan wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan menjamin 
adanya “peluang yang sama” bagi setiap partai dan kandidat pemimpin 
untuk meraih kemenangan berdasarkan pilihan bebas rakyat yang 
berdaulat. 
                                                             
14
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945   
15
Abdul Aziz, Civik Education (Paradigma Baru Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi 
Manusia dan Masyarakat Madani), ( Sukoharjo : Deka Media IAIN Surakrta, 2012), hlm. l 96. 
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 Pemilihan umum merupakan sarana mewujudkan kedaulatan dari 
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dalam pemerintahan suatu negara. 
Pemilihan umum selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945
16
.  
Dasar hukum pemilu antara lain: 
a) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 
undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang 
“pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang”. 
b) Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang 
“pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang”. 
c) PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang “tahapan, progam, jatwal 
penyelengaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan 
wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2108”. 
d) PKPU Nomor 12 tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor  3 Tahun 2015 Tentang “Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh 
Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 
                                                             
16
Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) tentang “Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum”. 
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Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 
Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota” 
e) Dll 
2. Pengertian Warga Negara  
 Pada dasarnya yang dimaksud sebagai warga negara adalah orang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 
dengan Undang-undang sebagai warga negara
17
. Sedangkan dalam pasal 1 
ayat 1  Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 warga negara adalah warga 
suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan
18
. Definisi yang lebih luas warga negara terdapat dalam pasal 4 
Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 sebagai berikut: 
a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia 
dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah 
menjadi Warga Negara Indonesia;  
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu 
Warga Negara Indonesia; 
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga 
Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;  
                                                             
17
 Pasal 26 ayat (1)Undang-undang Dasar 1945 
18
Pasal 1 ayat (1)  UU No. 12 tahun 2012 tentang “Kewarganegaraan Republik 
Indonesia”. 
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d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga 
negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; 
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga 
Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan 
atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan 
kepada anak tersebut;  
f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah 
ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya 
Warga Negara Indonesia; 
g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga 
Negara Indonesia;  
h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga 
negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia 
sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut 
berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; 
i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada 
waktu lahir tidak belas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; 
j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik 
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;  
k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah 
dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui 
keberadaannya; 
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l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari 
seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan 
dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan 
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; 
Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik yang 
sangat erat, negara indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi 
seluruh warga negara tanpa kecuali dan itu tidak akan dapat berlangsung 
dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam bentuk pelaksanaan hak 
dan kewajiban sebagai warga negara.  Salah satu ciri negara demokratis 
adalah adanya kebebasan berpendapat dan adanya jaminan Hak Asasi 
Manusia oleh karena itu warga negara menjadi unsur yang sangat penting 
dalam terlaksanannya sistem demokrai berbangsa dan bernegara di 
Indonesia. Dalam Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan warga negara 
menpunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum dan ikut 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara tanpa terkecuali. Artinya 
bahwa negara dan warna negara mempunyai hubungan sisbiosis 
mutualisme saling menguntungkan dan saling terikat dalam satu kesatuan. 
Dalam sejarah politik indonesia rakyat sekarang sudah mulai paham akan 
peran dan kontribusinyaa untuk bangsa dan negara dalam pemilu 
khususnya untuk menggunakan hak politiknya. 
3. Pengertian Pemilih 
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 Pemilih adalah warga negara indonesia yang sudah genap berumur 
17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
19
. 
Artinya secara hukum sudah tercacat identitsnya di cacatan sipil. Dalam 
pemilu sering kali pemilih tersebut menjadi sebuah permasalahan, mulai 
dari  Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat tinggal, nama lengkap, 
DPS, DPT, DPPh,DPTb dll. 
Menurut Firman Zah (2007:102)
20
 pemilih diartikan sebagai semua 
pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi 
dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya 
kepada konstestan yang bersangkutan. 
Ada tiga katagori pemilih dalam pasal 6 PKPU nomor 14 thun 
2016, sebagai beriku: 
a. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). 
b. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan (DPPh). 
c. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) 
dengan ketentuan yang tidak terdaftar dalam DPT di hari 
pemungutan suara. 
4. Partisipasi Politik dan Kesadaran Politik 
 Negara Indonesia adalah negara hukum
21
 artinya bahwa hukum 
adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Salah satu ciri negara hukum 
adalah penyelenggaraan negara yang demokratis sesuai dengan pasal 1 
                                                             
19Pasal 1 ayat (21) PKPU No. 7 tahun 2017) tentang “Tahapan, Progam dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019”. 
20
Firman Zah, Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Reaiatas, (Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia).hlm. 102. 
21
 Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 
38 
 
ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi “Kedaulatan berada 
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. 
Kemudian dalam pasal 28 E  ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi 
“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat”. Artinya setiap warga negara mempunyai hak 
konstitusional dalam penyelenggaraan negara berpartisipasi aktif 
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 
1945 Alinia ke-4 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”. 
Partisipasi merupakan hal yang sangat penting untuk ditilik guna 
mengetahui seberapa jauh partisipasi mereka dalam mengawal demokrasi 
pemilu disetiap tingkatan di wilayah megara indonesia.  
Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional 
seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya 
untuk mendukung atau menujang tercapainya tujuan-tujuan kelompok 
serta ikut bertanggung jawab terhadapnya
22
.  
Menurut Abdul Aziz (2012:96)
23
 patisipasi ialah semua warga 
masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara 
                                                             
22
Sarah Nuramalia Putri,“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa  (Studi 
Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)”,skripsi yang tidak 
diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2017, hlm. 3. 
23
Abdul Aziz, Civik Education (paradigm baru pendidikan demokrasi, hak asasi 
manusia dan masyarakat madani), ( sukoharjo : Deka Media IAIN Surakrta, 2012). Hlm.  96. 
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langsung maupun secara lembaga perwakilan sah yang mewakili 
kepentingan mereka. 
Menurut Zaini Rahman (2016: 320)
24
 partisipasi dalam sebuah 
kajian pada tahun 1970an diartikan sebagai upaya terorganisasi untuk 
meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur 
dalam keadaan social tertentu oleh berbagai kelompok dan gerakan yang 
sampai sekarang dikesampingkan dari fungsi pengawasan. Kajian Bank 
Dunia mendefisinikan partisipasi sebagai proses dimana para pemilik 
kepentingan mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan 
keputusan pembangunan serta sumberdaya. 
Partisipasi yang dimaksukan tersebut adalah bagian dari partisipasi 
dalam berpolitik, partisipasi politik sangatlah penting dalam tatanan 
demokrasi di indonesia, dalam hal ini adalah partisipasi dalam pemilihan 
umum.  
Menurut Nie dan Verba partisipasi politik adalah sebagai kegiatan 
legal oleh warga negara (perorangan) secara langsung atau tidak langsung 
ditunjukan untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah dan/atau 
tindakan mereka
25
. 
Partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok pada 
level terendah sampai tertinggi dalam sistem politik
26
. Patisipasi ini adalah 
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Zaini Rahman, Fiqih Nusantara dan System Hukum Nasional  (Perpsektif 
Kemaslahatan Kebangsaan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 320. 
25
 Ibid., hlm. 321. 
26
Andi Akbar,“Pengaruh Money Politics Terhadap Masyarakat Pada Pilkada 2015 
Di Kabupaten Bulukumba  (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumba)”,skripsi yang 
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bentuk kongkrit kegiatan politik warga negara atau  kelompok dalam 
mengnyuarakan hak politiknya dan perannya dalam sitem politik di 
indonesia. Hal tersebut harus di dukung adannya kesadaran politik artinya 
kesadaran warga negara terhadap pengetahuan politik yang menyangkut 
hak, peran, minat terhadap sesuatu. 
Bentuk partisipasi ini sering kali sangat berpengaruh terhadap 
legitimasi masyarakat terdapat jalannya penyelenggaraan pemilihan 
umum. Pengaruhnya sering kali melegitiasi kepentingan salah satu 
pasangan calon yang akan dipilih.  
Kesadaran politik yang tinggi tentunya sangat diharapkan. Jika 
partisipasi mereka tinggi maka kesadaran politik mereka juga tinggi, 
namun jika partisipasi mereka rendah, tentunya kesadaran politik mereka 
juga rendah. Kesadaran ini terbentuk karena terjadi sebuah praktek sosial, 
politik, struktural di waktu dan ruang tertentu. Menutut Giddens di dalam 
tingkatan kesadaran ada dua bentuk kesadaran yaitu, sebagai berikut
27
: 
a) Kesadaran Diskursif  
 kesadaran diskursif yaitu kesadaran yang dapat dijelaskan secara 
verbal. Seseorang mampu menjelaskan sesuatu tindakan yang dilakukan 
dengan memberikan sebuah ekspresi secara verbal. 
b) Kesadaran Praktis 
 kesadaran praktis yaitu kesadaran yang tidak mampu di ekpresikan 
secara verbal atas tindakan yang dilakukan terhadap sesuatu, tetapi terlihat 
                                                                                                                                                                       
tidak diterbitkan, Fakultas Ushludin, Filsafat Dan Ilmu Politik UIN Alauddin Makasar, 2016, 
hlm 19. 
27
 Ibid., hlm. 21-22. 
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tindakannya dengan kata lain bisa mengingat tindakannya tetapi tidak 
mampu mengekpresikan dengan wacana.  
5. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)  
Pemilihan umum di daerah telah kita ketahui bahwa Gubernur, 
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dalam pasal 18 
Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa daerah mempunyai 
kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri (otonomi daerah). Dengan 
aturan tersebut memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam 
mengatur segala sumber daya yang ada guna mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera. Aturan tersebut  membawa sistem demokrasi di Indonesia 
semakin maju, seiring berjalannya waktu kemudian lahirlah Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menambah 
legitasi hukum kearah yang lebih baik.  
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945
28
. 
Dalam demokrasi di era sekarang telah jauh meningkat dari era 
sebelum-sebelumnya. Terbukti banyak perubahan peraturan perundang-
                                                             
28
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 
ayat  (22) tentang  “Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota”. 
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undangan yang berlaku, kemudian proses perpolitikan arahnya sulit untuk 
di prediksi. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah sebagai pedoman awal kemajuan aturan 
hukum otonomi daerah di Indonesia. Kemudian diubah menjadi Undang-
undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang 
Nomor 1 tahun 2015  tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota yang berlaku sejak tanggal 18 maret 2015. Kemudian lahir 
Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas 
Undang-undang Nomor 1 tahun 2015  tentang Penerapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang 
berlaku sejak 01 juli 2016 dan Kemudian lahir Undang-undang No. 23 
Tahun 2014 tentang pemerintah daerahhj yang berlaku sejak 02 oktober 
2014  sekaligus membawa pesta demokrasi semakin lebih jauh lebih baik 
yang penyelenggaraan secara langsung dan serentak seluruh wilayah 
bangsa Indonesia. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM KONDISI PADA PILGUB JAWA TENGAH TAHUN 
2018 
 
A. KONDISI GEOGRAFI1 
 
Desa Sobokerto merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di 
wilayah Kecamatan Ngemplak kabupaten boyolali. Desa tersebut 
terletak di jalur stategis yang terletak diantara jalur semarang-solo dan 
berbatasan dengan waduk cengklik serta tidak jauh dari bandara adi 
soemarmo solo. Desa sobokerto memiliki Luas wilayah sebanyak  
497,4415 Ha. Batas wilayah Desa Sobokerto sebagai berikut: 
 
 
                                                             
1
 https://sobokerto.desa.id/profildesa-48-demografi.penduduk.html diakses pada 
29 November Jam 10:00 Wib.   
44 
 
Batas Wilayah Desa Sobokerto : 
a.    Sebelah Utara : Desa Kenteng Kecamatan Nogosari. 
b.    Sebelah Timur : Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak. 
c.    Sebelah Selatan : Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak. 
d.   Sebelah Barat : Daerah Genangan Waduk Cengklik. 
 Data Mata pencaharian warga Desa Sobokerto 
No Mata Pencaharian Jumlah (orang) 
1 Petani 691 
2 Buruh Tani 345 
3 Pedagang 6 
4 Pengrajin 5 
5 PNS/POLRI/TNIJH 61 
6 Peternak 173 
7 Nelayan 72 
8 Montir 15 
9 Dokter 3 
10 Buruh Swasta 372 
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Dalam bentuk tabel, berikut Jumlah penduduk Desa Sobokerto : 
Jumlah penduduk Desa Sobokerto 
No RW RT Jumlah KK Laki-
Laki 
Perempuan Jumlah 
1 01 01 46 92 74 166 
02 55 127 118 245 
03 44 92 95 197 
04 53 91 94 185 
2 02 01 56 106 103 209 
02 54 76 78 154 
03 57 110 104 214 
04 90 144 147 291 
3 03 01 69 108 101 209 
02 81 126 146 272 
03 73 129 135 264 
4 04 01 53 84 112 196 
02 62 103 116 219 
03 65 116 128 244 
04 84 137 166 303 
5 05 01 79 136 120 256 
02 60 116 107 223 
03 53 85 86 171 
04 81 145 152 297 
6 06 01 65 109 97 206 
  02 56 83 90 173 
03 55 103 96 199 
04 53 99 101 200 
05 46 72 72 144 
06 37 51 56 107 
7 07 01 61 73 78 151 
02 97 98 152 250 
03 74 102 115 217 
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Desa Sobokerto terletak di dukuh Ngancan RT 04 RW 05 Sobokerto, 
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten  Boyolali. Desa Sobokerto memiliki  
Jumlah penduduk  6654  jiwa, dengan Jumlah laki-laki sebanyak 3225 
jiwa, dan perempuan 3399 jiwa. Dilihat dari tebel diatas Data Jumlah KK 
di Dusun Kedonggobyak RT 01 RW 08 hanya terdapat 41 kepala keluarga, 
dengan jumlah Laki-laki 74 jiwa dan perempuan 83 jiwa. 
 
B. Kondisi Pasangan Suami-istri yang berbeda pilihan politik di  Dukuh 
Kedunggobyak RT 01 RW 08 Desa Sobokerto Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali. 
 
Dalam penelitian yang saya lakukan di Dukuh Kedonggobyak RT 01 
RW 08 Desa Sobokerto Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, hasil 
penelitian yang dilakukan dilapangan, berpedoman pada teknik 
pengambilan sempel Non-Probality Sampling dengan metode acctidential 
sampling dengan mengambil sample 3 pasangan suami-istri dari 41 KK, 
yang bertemu secara lansung dengan teknik mewawancarainya tidak 
struktur menjadi dasar dalam penelitian ini.  
8 08 01 41 74 83 157 
  02 58 124 114 238 
  03 37 41 53 94 
  04 76 107 108 215 
  
JUMLAH 
 1971 3225 3399 6654 
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1. Hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang pertama. Perbedaan 
pilihan politik antara suami dan istri, Pak Suroto (nama disamarkan) dan 
Ibu Jum (nama disamarkan)
2
. Pak Suroto dan Ibu Jum mengetahui  dua 
pasangan calon yang akan bersaing, sebagai berikut: 
a. Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut-1 
yaitu H. Ganjar Pranowo Sh, M.Ip - Taj Yasin. Di dukung oleh partai, 
PDIP, PPP,dll 
b. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut-2 yaitu H. 
Sudirman Said-Dra Hj. Ida Fauziah. Didukung oleh, PAN, PKS dll. 
  Pak Suroto tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap 
hanya  bermata pencaharian sebagai buruh. Sedangkan dan istri 
hanyalah seorang ibu rumah tangga. Sebagai buruh pabrik gaji Pak 
Suroto tidak seberapa harus menanggung seluruh kebutuhan hidup, 
pemberian nafkah oleh suami kepada istri yang pas-pasan sehingga 
kehidupan rumah tangganya juga pas-pasan untuk membeli makan, 
membiayai anak dll
3
. 
Adanya memon pilgub ini sering kali di manfaatkan oleh pak 
Suroto untuk mencari tambahan penghasilan
4
. Pak Suroto mengikuti 
temannya menjadi team relawan partai politik untuk mendukung salah 
satu calon sebagai motor pengerak mendulang suara yang ada 
                                                             
2
 Kesimpulan wawancara yang dilakukan pasangan yang berbeda pilihan politik, 
Dukuh Kedunggobyak Rt 01/08, hari Minggu 4 November 2018. 
3
 Wawancara pribadi, Pak suroto (nama disamarkan), pasangan  yang berbeda 
pilihan politik, Dukuh Kedunggobyak Rt 01/08, hari Minggu 4 November 2018 jam 16:00 
Wib. 
4
 Ibid., 
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dimasyarakat, dengan imbalan sejumlah uang
5
. Tugas menjadi relawan 
diambil sebagai salah satu bentuk penghasilan tambahan dalam 
mencukupi kebutuhan hidup keluarga.  
Sedangkan ibu berbeda dengan Pak Suroto yang tidak menjadi 
relawan partai politik untuk mencari dukungan
6
. Ibu Jum yang tidak 
punya penghasilan dan hanya menerima pemberian nafkah dari Pak 
Suroto. Ibu jum mengetahui Pak Suroto menjadi relawan partai politik, 
dan Ibu Jum menasehati Pak Suroto bahwa menjadi relawan 
memungkinkan sangat beresiko citra keluarga dimasyarakat dan 
menjadi sorotan  bahkan bisa dibenci oleh pendukung calon yang 
lainya
7
. 
Pekerjaan Pak Suroto yang berangkat pagi pulang sore, 
sepulang kerja kemudian dengan team relawan yang lainya ada rapat 
relawan, mengadakan sosialisasi mana-mana, mengadakan pasar 
murah, bakti sosial, dll
8
. Kegiatan tersebut terus berjalan dan 
mendapatkan penghasilan. Penghasilan tersebut kemudian diberikan 
kepada istri untuk tambahan belanja kebutuhan sehari-hari
9
. 
 
 
                                                             
5
 Ibid., 
6
 Wawancara dengan Ibu Jum (nama disamarkan), pasangan yang berbeda pilihan 
politik, dukuh Kedunggobyak Rt 01/08, hari Minggu 4 November 2018 jam 18:30 Wib. 
7
 Ibid., 
8
 Wawancara pribadi, Pak suroto (nama disamarkan), pasangan  yang berbeda 
pilihan politik, Dukuh Kedunggobyak Rt 01/08, hari Minggu 4 November 2018 jam 16:00 
Wib. 
9
 Ibid.., 
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Selain hal tersebut ibu Jum sepakat dengan Pak Surotodalam 
komunikasi keluarga harus dijaga. Kesibukan Pak Suroto 
memungkinkan terjadi kurangnya komunikai. Ibu Jum mau mengerti 
bahwa yang dilakukan oleh Pak Suroto tersebut untuk mencukupi 
kebutuhan hidup keluarga. 
 Pak Suroto seringkali bertugas menjadi relawan
10
, kegiatanya 
mendapat warga, mensosialisaikan pendukungnya ke publik, 
membagi-bagi bantuan, dll. Ibu Jum mengakui tidak diberikan 
pendidikan politik kepada Pak Suroto dalam pilgub jawa tengah
11
. 
Dalam hal pemilihan pilgub ini terdapat 2 calon yang bersaing 
merebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 
2018. Pada tanggal 27 juni 2018 pemilihan pilgub jateng dilaksanakan, 
pak Suroto dan ibu Jum menggunakan hak politiknya masing-masing 
dengan mendatangi TPS setempat. Pak suroto memilih pilihannya 
beralasan menjadi team relawan pendukung pemenangan dan juga 
menambah pemasukan penghasilan keluarga
12
. Sedangan ibu Jum 
memilih partai B karna keterwakilan perempuan dan menurutnya 
sosok yang sederhana
13
. 
                                                             
10
 Ibid., 
11
 Wawancara dengan Ibu Jum (nama disamarkan), pasangan yang berbeda pilihan 
politik, dukuh Kedunggobyak Rt 01/08, hari Minggu 4 November 2018 jam 18:30 Wib. 
12
Wawancara pribadi, Pak suroto (nama disamarkan), pasangan  yang berbeda 
pilihan politik, Dukuh Kedunggobyak Rt 01/08, hari Minggu 4 November 2018 jam 16:00 
Wib. 
13
 Wawancara dengan Ibu Jum (nama disamarkan), pasangan yang berbeda pilihan 
politik, dukuh Kedunggobyak Rt 01/08, hari Minggu 4 November 2018 jam 18:30 Wib 
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 Dari sinilah semua berawal seringkali pandang politik yang 
berbeda dikeluarga menjadikan keluarga tersebut tetap harmonis, 
dengan bentuk perannya masing-masing dalam menjalankan mesin 
partai mendukung masing-masing calon, sehingga kebutuhan rumah 
tangga dapat seimbang
14
. 
2. Hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang kedua wawancara 
yang dilakukan dengan pasangan suami-istri  pak Hadi (nama disamarkan) 
dan ibu Ari (nama disamarkan), bahwa keduannya mengakui berbeda 
pilihan politik
15
.  
Pak Hadi dan Ibu Ari mengetahui calon Gubernur yang bersaing 
antara lain
16
: 
a. Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 
urut-1 yaitu H. Ganjar Pranowo Sh, M.Ip - Taj Yasin. Di dukung 
oleh partai, PDIP, PPP,dll 
b. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut-2 yaitu H. 
Sudirman Said-Dra Hj. Ida Fauziah. Didukung oleh, PAN, PKS dll. 
Pak Hadi hanya bermata pencaharian sebagai tukang parkir wisata 
waduk cengklik
17
. Sedangkan ibu Ari bekerja sebagai tukang jahit 
dirumah
18
. Penghasilan Pak Hadi untuk mendapatkan uang dari hasil 
                                                             
14
 Kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Suroto dan Ibu Jum oleh 
peneliti. 
15
 Kesimpulan wawancara dengan Pak Hadi dan Ibu Ari yang berbeda pilihan politik 
oleh peneliti. 
16
Ibid.., 
17
 Wawancara dengan Pak Hadi (di samarkan), pasangan yang  berbeda pilihan 
politik, Kedoggobyak Rt 01 Rw 08, hari minggu 18 November 2018 jam 19:30 Wib. 
18
 Wawancara degan Ibu Ari, pasangan yang  berbeda pilihan politik, Dukuh 
Kedonggobyak Rt 01 Rw 08, hari minggu 18 November 2018, jam 16:30 Wib. 
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pekerjaannya tidak menentu, walaupun pendapatnya tidak tetap, kadang 
ramai dan kadang sepi. Sama saja dengan penghasilan Ibu Ari, hanya 
mendapatkan uang jika ada pelanggan yang memperbaiki baju. 
Pada kesempatan ini momen pilgub kegiatan-kegitan tempat wisata 
tersebut menarik partai politik. Kemudian orang-orang tersebut didekati 
oleh para relawan partai politik yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan 
di rekrut kemudian dijadikan mesin-mesin partai untuk pemenangan calon 
pengusung dengan imbalan uang. Tidak terkecuali pak Hadi ikut terlibat di 
dalam aktifitas tersebut
19
.  
Pak Hadi menjadi relawan tugas utama sering melakukan 
sosialisasi kepada warga masyarakat khususnya para pelancong atau 
wisatawan lokal yang menikmati wisata air di Waduk Cengklik untuk 
mendukung cagub
20
. Agenda tersebut rutin dilaksanakan oleh pak Hadi, 
pagi siang bahkan sampai sore hari, sebagai relawan sekaligus penjaga 
parkir wisata tersebut. Tidak terkecuali malam hari jika ada suatu rapat ya 
harus datang konsekuensi sebagai relawan partai. 
Sedangkan ibu Ari kesehariannya menjahit ada beberapa 
pelangganya yang sering datang ke rumah. Ibu Ari di bujuk oleh 
pelanggannya kebetulan mendukung salah satu calon gubernur yang maju 
dengan imbalan, pembuatan kaos relawan di tempat Ibu Ari
21
. Kesempatan 
tersebut diambil oleh Ibu Ari. Selain hal tersebut ibu Ari rutin ikut 
                                                             
19
Wawancara dengan Pak Hadi (di samarkan), pasangan yang  berbeda pilihan 
politik, Kedoggobyak Rt 01 Rw 08, hari minggu 18 November 2018 jam 19:30 Wib. 
20
Ibid.., 
21
Wawancara degan Ibu Ari, pasangan yang  berbeda pilihan politik, Dukuh 
Kedonggobyak Rt 01 Rw 08, hari minggu 18 November 2018, jam 16:30 Wib. 
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pengajian Ibu-ibu yang ada di Dukuh tersebut setiap seminggu 1X pada 
hari Kamis malam Jumat. Pengajian ini rutin diadakan di mushola 
setempat dan sesekali berpindah dari warga yang satu ke warga yang 
lainnya. 
Pak Hadi walaupun sibuk dengan pekerjaannya dan menjadi salah 
satu relawan partai politik, tidak melalaikan kewajibannya memberikan 
nafkah uang belanja kepada ibu Ari untuk kebutuhan sehari-hari, biaya 
pendidikan anak, perwatan kesehatan, dll
22
. Di tambah lagi dengan 
penghasilannya menjadi relawan partai sehingga dapat menambah 
kebutuhan sehari-hari
23
. 
Ibu Ari mengetahui kesibukan Pak Hadi selain pekerjaanya sebagai 
tukang parkir menjadi relawan partai politik. Ibu Ari mengakui tidak 
diberikan bimbingan politik oleh pak Hadi
24
. Komunikasi kesehariannya 
tetap baik walaupun dengan kesibukan masing-masing. Komunikasi 
pembahasan tentang pendidikan politik jarang sekali dibahas oleh kepala 
keluarga
25
. Sekedar hanya mengetahuinya dan tidak dibahasanya secara 
berlanjut. 
Jadi Pak Hadi dan ibu Ari pada tanggal 27 juni 2018 pemilihan 
pilgub Jateng dilaksanakan menggunakan hak politiknya masing-masing 
dengan mendatangi TPS setempat. Pak Hadi memilih dengan alasan yang 
                                                             
22
Wawancara dengan Pak Hadi (di samarkan), pasangan yang  berbeda pilihan 
politik, Kedoggobyak Rt 01 Rw 08, hari minggu 18 November 2018 jam 19:30 Wib. 
23
 Ibid.., 
24
 Wawancara degan Ibu Ari, pasangan yang  berbeda pilihan politik, Dukuh 
Kedonggobyak Rt 01 Rw 08, hari minggu 18 November 2018, jam 16:30 Wib.  
25
 Ibid.., 
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menguntungkan terhadap dirinya, dan Ibu Ari juga  dengan alasan memilih 
masing-masing pendukungnya yang untungkan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari
26
. 
3. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan sumi-istri yang ke tiga.  
Bahwa keduannya mengakui berbeda pilihan politik, bapak Agus 
(disamarkan) dengan Ibu Nur (disamarkan)
27
. Pasangan suami-istri 
tersebut aktif dalam mengikuti informasi yang ada di masyarakat. Pak 
Agus dan ibu Nur mengetahui calon Gubernur yang bersaing antara lain
28
: 
a) Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 
urut-1 yaitu H. Ganjar Pranowo Sh, M.Ip - Taj Yasin. Di 
dukung oleh partai, PDIP, PPP, GOLKAR,dll 
b) Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut-2 yaitu H. 
Sudirman Said-Dra Hj. Ida Fauziah. Didukung oleh, 
GERINDRA, PAN, PKS dll. 
 Dari hal kegiatan-kegiatan sehari-hari pak Agus yang bermata 
pencaharian sebagai petani
29
, sedangkan ibu Nur membuka warung makan 
kecil kalau pagi hari
30
.  
 Adaya pilgub ini, Pak Agus mengakui dekat dengan partai politik lewat 
temannya, dan mempunyai akses bertemu langsung dengan cagub sebagai 
                                                             
26
 Kesimpulan wawancara dengan Pak Hadi dan Ibu Ari yang berbeda pilihan politik 
oleh peneliti 
27
 Kesimpulan wawancara dengan Pak Agus dan Ibu Nur yang berbeda pilihan 
politik oleh peneliti. 
28
 Ibid., 
29
 Wawancara dengan Pak Agus, pasangan yang berbeda pilihan politik, Dukuh 
Kedoggobyak Rt 01 Rw 08, hari selasa 26 februari 2019, jam 16.00 Wib. 
30
 Wawancara dengan Ibu Nur, pasangan yang berbeda pilihan politik, Dukuh 
Kedoggobyak Rt 01 Rw 08, hari selasa 26 februari 2019, jam 14.00 Wib. 
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sarana mengeluarkan aspirasi tentang kebutuhan petani sebagai rakyat 
kecil
31
. Pak Agus mengakui sangat kagum dengan kharisma cagub yang 
mementingkan wong cilik
32
. Dari sinilah akses informasi dapat dirasakan 
dan ternyata direspon baik oleh semua pihak. Pak Agus sempat di undang 
dengar pendapat di Asramah Haji Donohudan kegiatan kampanye 
Nasional cagub. Kemudian pak Agus ikut kegiatan tersebut dari awal 
sampai akhir, mulai dari, kampanye, sampai pelaksanaan isi materi 
orasinya
33
. Sedangkan pak Agus ternyata mempunyai kesempatan 
mengeluarkan pendapat, aspirasinya terkait pupuk untuk petani. Kemudian 
hasil pertemuan tersebut ternyata ditindak lanjuti oleh pihak sana.  
Dari sinilah pak Agus mengakui bersemangat kerja untuk  
mencukupi kebutuhan keluarga, selang beberapa waktu Pak Agus 
menerima bantuan pupuk untuk petani
34
. Hal tersebut menjadikan motivasi 
pak Agus sendiri dalam bekerja. Kemudian Pak Agus sibuk dengan 
kelompok tani yang di ikutinya dengan bantuan pupuk tersebut. Bantuan 
tersebut diperolehnya intinya harus mendukung calon gubernur yang 
memberikannya. Pemenuhan kewajiban sebagai kepala keluarga tetap 
dilaksankan memberikan uang belanja dan kebutuhan anak, dll
35
. Dengan 
adanya bantuan pupuk tersebut secara tidak langsung dapat menghemat 
pengeluaran keluarga.  
                                                             
31
Wawancara dengan Pak Agus, pasangan yang berbeda pilihan politik, Dukuh 
Kedoggobyak Rt 01 Rw 08, hari selasa 26 februari 2019, jam 16.00 Wib. 
32
Ibid.., 
33
Ibid., 
34
Ibid..,  
35
Ibid.., 
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Sedangkan ibu Nur sendiri dengan adanya pilgub tersebut juga 
berdampak positif pada pekerjaannya
36
. Warung kecil ibu Nur, sering 
menerima pesanan untuk acara rapat-rapat kegiatan partai. Sehingga 
meningkatkan pemasukan penghasilan keluarga. Biasanya pelanggan 
tersebut meminta bantuan kepada ibu Nur untuk mendukung calon yang di 
usung oleh partainya. 
Keluarga Pak Agus dan Ibu Nur menjaga baik komunikasi sehari-
hari
37
. Keduanya juga saling mengerti kesibukannya masing-masing, bisa 
dikatakan sama-sama menjadi simpatisan partai politik yang berbeda
38
. Ibu 
Nur mengakui tidak diberikan pendidikan politik kepada pak Agus, 
sehingga hanya sekedar mengetahui saja dan tidak ada diskusi yang 
mendalam terkait kepemiluan
39
. 
 
                                                             
36
Wawancara dengan Ibu Nur, pasangan yang berbeda pilihan politik, Dukuh 
Kedoggobyak Rt 01 Rw 08, hari selasa 26 februari 2019, jam 14.00 Wib. 
37
Kesimpulan wawancara pasangan yang berbeda pilihan oleh penliti. 
38
 Ibid.., 
39
Wawancara dengan Ibu Nur, pasangan yang berbeda pilihan politik, Dukuh 
Kedoggobyak Rt 01 Rw 08, hari selasa 26 februari 2019, jam 14.00 Wib. 
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BAB IV 
ANALISIS PEMENUHAN KEPALA KELUARGA YANG BERBEDA 
PILIHAN POLITIK MENURUT KHI 
 
A. Pemenuhan Kewajiban Kepala Keluarga Yang Terpenuhi Menurut 
Kompilasi Hukum Islam. 
Tujuan keluarga ingin mendapatkan kebahagiaan perkawinan yang 
sakinah wawadah dan rahmah, adalah  merupakan salah satu tujuan yang 
ingin dicapai oleh pasangan suami istri yang berumah tangga. Kesadaran 
pasangan suami-istri antara hak dan kewajibannya harus tetap 
dilaksanakan sebagai berikut: 
Sesuai dengan hukum islam bahwa Allah Swt berfirman dalam QS. 
Al-baqaroh :228 
                         
      
Artrinya : 
“..Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para 
suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada  
isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana” 
 
Artinya bahwa suami-istri mempunyai hak dan kewajiban masing-
masing yang harus diketahui, dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban 
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suami memberikan nafkah kepada istri. Maksudya adalah memberikan 
kebutuhan sehari-hari, sebab istri wajib taat kepada suami, tinggal di 
rumahnya, mennyediakan makanan, serta mengasuh dan mendidik anak-
anaknya, dan sebagai penyeimbang atas semua suami harus memberikan 
nafkah.  
Kewajiban pergaulan yang baik dan perlindungan, artinya suami harus 
melindungi dan memberikan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari, 
berkomunikasi yang baik, saling menasehati, menghormati satu dengan 
yang lainya, menghargai segala apa yang di dilakukan suami/istri. 
Kewajiban memberikan pendidikan kepada istri adalah satu upaya 
memelihara keharmonisan rumah tangga. Memberikan pendidikan kepada 
keluarga bisa dalam bentuk memberikan ilmu agama, pergaulan sosial 
kemasyarakatan dengan baik, berakhlak yang mulia, bertutur kata yang 
sopan-santun, menjaga nama baik keluarga besar, dll. 
Kewajiban yang lainya,  diatur dalam  kompilasi hukum islam 
yang isinya hak dan kewajiban suami dan istri  yang terdapat pada  pasal 
77 sampai 83 sebagai berikut: 
Pasal 77 
1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi 
sendi dasar dan susunan masyarakat 
2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, 
setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; 
3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; 
4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya; 
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5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing 
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 
Pasal 78 
1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh 
suami isteri bersama.  
 
Pasal 79 
1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 
2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat. 
3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
 
Pasal 80 
1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, 
akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-
penting diputuskan oleh sumai isteri bersama. 
2. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 
4. sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 
isteri dan anak; 
c. biaya pendididkan bagi anak. 
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) 
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna 
dari isterinya. 
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 
isteri nusyuz. 
 
Pasal 83 
1) Kewajibn utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin 
kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. 
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2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 
sehari-hari dengan sebaikbaiknya. 
 
Pasal 80 KHI tersebut adalah jelas aturan kewajiban suami dalam 
berkeluarga dan aturan tersebut dapat di simpulkan. Ada 2 macam, antara 
lain: 
1. Kewajiban yang bersifat non-materi yang terkandung dalam  
pasal 80 KHI. 
1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah 
tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah 
tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri 
bersama. 
2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada 
isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan 
yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa 
3) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada 
ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada 
tamkin sempurna dari isterinya. 
4) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban 
terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a 
dan b. 
5) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur 
apabila isteri nusyuz. 
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2. Kewajiban yang bersifat materi hanya terdapat pada pasal 80 
ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
b.Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 
bagi isteri dan anak; 
c. Biaya pendididkan bagi anak. 
Dengan menggunakan metode Non-probability sampling 
pengambilan sampling aksidental terpilih 3 pasangan suami-istri dari 41 
KK yang tinggal di Dukuh Kedonggobyak RT 01 RW 01 Desa Sobokerto 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyoali menyatakan berbeda pilihan 
pandangan politik pada pilgub Jawa Tengah 2018. Perbedaan politik 
tersebut, terjadi karena ada bujukan dari teman, bujukan team relawan, 
ingin mendapatkan tambahan penghasilan, ingin mengeluarkan pendapat 
dan aspirasinya, mendapatkan bantuan, dll.  
Efek dari perbedaan pilihan pandangan politik tersebut kepada 
kepala keluarga terhadap pemenuhan kewajibannya berdasarkan pasal 80 
KHI  terpenenuhi semuanya, diantaranya  suami pemimpin keluarga, 
melindungi istri, memberikan pendidikan, memberikan nafkah sesuai 
dengan kemampuan penghasilan suami, yang terdiri dari pasal 80 ayat 4: 
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;  
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri 
dan anak;  
c. biaya pendididkan bagi anak.  
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Kemudian pemenuhan  kewajiban kepala keluarga yang maksimal 
pada sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) tersebut. karena momentum adannya 
politik pilgub Jawa Tengah 2018 ini. Suami rela mencari tambahan 
penghasilan menjadi relawan atau simpatisan partai politik. Kesibukan suami 
disamping pekerjaannya juga harus melaksankan sosialisasi, rapat team 
pendukung, mengadakan kegiatan yang merakyat dll. Artinya mempunyai 
dampak yang sangat positif terhadap menjalankan pemenuhan kewajiban 
kepala keluarga, menambah pemasukan untuk menghidupi istri dan anaknya. 
Sesuai dengan tujuan perkawinan bahwa mengharapkan untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
1
. 
B. Analisis Pemenuhan Kewajiban Yang Belum Terpenuhi Secara Maksimal 
Menurut KHI. 
Dalam pasal 80 KHI dijelaskan bahwa kewajiban seorang suami 
sebagai berikut: 
Pasal 80 
1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah 
tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga 
yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama. 
2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. 
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya 
dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna 
dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 
4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
                                                             
1
 Pasal 3, Inpres No. 1 tahun 1991, tentang “ Kompilasi Hukum Islam”. 
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b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 
pengobatan bagi isteri dan anak; 
c. biaya pendididkan bagi anak. 
5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 
(4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin 
sempurna dari isterinya. 
6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 
isteri nusyuz. 
 
Aturan tersebut dapat disimpulkam bahwa, punya 2 macam, ada aturan 
yang bersifat materi dan non materi sebagi berikut 
1. Kewajiban yang bersifat non-materi yang terkandung dalam  pasal 80 KHI 
tersebut. 
a) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan 
tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 
diputuskan oleh sumai isteri bersama. 
b) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa 
c) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf 
a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari 
isterinya. 
d) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
e) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri 
nusyuz. 
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2. Kewajiban yang bersifat materi hanya terdapat pada pasal 80 ayat (4) 
sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri 
dan anak; 
c. Biaya pendididkan bagi anak. 
Dengan menggunakan metode Non-probability sampling pengambilan 
sampling aksidental terpilih 3 pasangan suami-istri dari 41 KK yang tinggal di 
Dukuh Kedonggobyak RT 01 RW 01 Desa Sobokerto Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyoali menyatakan berbeda pilihan pandangan politik pada pilgub 
Jawa Tengah 2018. Hasil penelitian pasangan suami-istri yang berbeda pilihan 
politik di Kedonggobyak RT 01 RW 08, pemenuhan kewajiban kepala keluarga 
berdasarkan pasal 80 KHI, yang belum maksimal terpenuhi pada kewajiban yang 
berifat non-materi yang terdapat pada ayat (3) pasal 80 KHI yang berbunyi 
“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi 
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa 
dan bangsa”. 
 Kepala keluarga mempunyai kesibukan masing-masing bahkan menjadi 
relawan dan simpatisan partai politik. Hal tersebut berarti tanggung jawab kepala 
keluarga akan bertambah, sehingga mempunyai kesibukan yang padat. Istri hanya 
mengetahui saja kesibukannya saja, tetapi komunikasi lebih lanjut khususnya 
memberikan pendidikan dalam pemilu sangat jarang diberikan oleh suami.  
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Seyogyanya sebagai keluarga yang baik yang taat aturan hukum dan ikut 
berpartisipasi, adanya pemilu. Maka kepala keluarga memberikan pendidikan 
politik dalam keluarga tersebut amatlah penting. Sehingga istri juga mengetahui 
bahwa keadaan politik yang ada. Sehingga istri pun mantap dalam menentukan 
sebuah pilihan. Telah kita ketahui bahwa Kepala keluarga mempunyai banyak 
kesibukan, menjadi relawan, dan biasanya aktifitas untuk keluarga menjadi 
terpotong sehingga harus menjaga komunikasi keluarga. Pentingnya komunikasi 
dalam keluarga, sarana untuk mengungkapkan rasa sayang, media menyatakan 
penerimaan atau penolakan pendapat, sarana menambah hubungnan dalam diri , 
menjadikan ukuran baik-tidaknya komunikasi dalam keluarga. Hal diatas tetap 
harus dijaga dan di sikapi dengan bijak sehingga tidak menyebabkan terjadinya 
perpecahan. 
Maka dari hal itu, pemenuhan kewajiban kepala keluarga yang berbeda 
pilihan politik di Dukuh Kedoggobyak RT 01 RW 01 Desa Sobokerto yang belum 
maksimal terpenuhi menurut pasal 80 KHI. Perlu kita ketahui bahwasannya 
kepala keluarga tidak hanya memberikan nafkah, biaya perawatan, pendidikan 
anak saja, tetapi juga berkewajiban dalam pasal 80 ayat (3) Artinya tidak hanya 
memberikan pendidikan agama saja tetapi juga memberikan kesempatan kepada 
istri mendapatkan pendidikan yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Sehingga 
menjadi keluarga yang sakinah yang artinya tenang, mawadah yang artinya 
keluarga yang terdapat rasa cinta, dan rahmah yang artinya keluarga yang 
didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yeng 
bersifat kerohaniaan keluarga dalam terwujudkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pemenuhan kewajiban kepala keluarga yang mempuanyai perbedaan 
politik di Dukuh Kedonggobyak RT 01 RW 08 Desa Sobokerto 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, tetap dilakukan 
pemenuhan kewajiban kepala keluarga bahkan digunakan untuk 
menambah penghasilan sehari-hari dengan menjadi simpatisan relawan 
partai politik. 
2. Pemenuhan kewajiban kepala keluarga yang memiliki perbedaan 
pilihan politik menurut KHI, sesuai dengan kewajiban kepala keluarga 
dalam pasal 80 KHI, hanya saja butuh sedikit penekan dalam 
berkomunikasi memberikan bimbingan kepada keluarga yang 
bermanfaat bagi agama, nusa dan negara. 
B. Saran-saran. 
Keluarga juga harus bijak dalam menyikapi keadaan pesta 
demokrasi, dan harus pandai memelihara dan menjaga komunikasi 
menghindari terjadinya kesalapaham dalam keluarga. Kewajiban kepala 
keluarga harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, saling 
menghormati dan menghargai satu dengan yang lainya. 
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LAMPIRAN 1 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Apakah bapak/ibu mengetahui calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
Jawa Tengah tahun 2018?  
2. Apakah bapak/ibu tahu partai apa saja yang mengusung calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018?  
3. Apakah bapak/ibu ikut menjadi salah satu pendukung calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018?  
4. Apakah bapak/ibu memilih paslon No. urut 1/No. Urut 2? 
5. Apakah bapak/ibu mengikuti sosialisasi pilgub jawa tengah? 
6. Apakah alasan ibu/bapak memilih Paslon tersebut? 
7. Apakah bapak memberikan pendidikan politik?  
8. Bagaimanakah cara bapak/ibu menjaga kewajiban dalam keluarga? 
9. Bagaimana cara ibu menasehati bapak dalam kegiatan politik 
khusunya pilgub jawa tengah tahun 2018? 
10. Apakah bapak/ibu tahu aturan kewajiban suami-istri di dalam keluarga 
menurut KHI? 
11. Bagaimanakah dampak kegiatan politik pemilu pilgub dalam 
kehidupan keluarga memenuhi kebutuhan hidup? 
  
  
 
Proses perizinan di Kantor kepala Desa Sobokerto bertemu langsung dengan 
Bapak Surahmin (kepala desa Sobokerto) pada 31 Oktober 2018 jam 09.00 WIB. 
 
 
Wawancara dengan ibu  Jum minggu, 04 Novemeber 2018 jam 18.30 wib. 
 
 
 
 
 
 Wawancara dengan Pak Suroto Minggu, 04 November 2018 jam 16.00 Wib. 
 
Wawancara dengan ibu Ari, Minggu 18 November 2018  Jam 16:30 WIB. 
 
 
Wawancara dengan  Bapak  Hadi, Minggu 18 November 2018 Jam 19:30 WIB. 
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5. Jenis Kelamin  : Laki-laki 
6. Alamat Asal  : Wangkis Rt 03 Rw 03 Dibal Ngemplak Boyolali 
7. Nama ayah  : Agus Pujiyanto 
8. Nama Ibu   : Siti Rahmah 
9. Riwayat Pendidikan  
a. SD N DIBAL 1  : Lulus Tahun 2007 
b. MTsN 1 SURAKARTA : Lulus Tahun 2010 
c. SMK N 5 SURAKARTA : Lulus Tahun 2013 
d. IAIN SURAKARTA : Angkatan 2013 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
 
 
 
Sukoharjo, 26 Desember, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
